EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) UNTUK KEGIATAN PELAYANAN
DI INSTANSI

PEMERINTAH (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN)

UNIVERSITAS Prastiwi Ika Ramdhani, Bambang Riyanto L.S., Prof., Dr., MBA., Ak., CA.

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
UNTUK KEGIATAN PELAYANAN DI INSTANSI PEMERINTAH (STUDI
KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN)

Prastiwi Ika Ramdhani (Akuntansi-15/377313/EK/20285)

Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Bambang Riyanto L.S., MBA., Ak., CA.

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) untuk kegiatan pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman,
khususnya dalam penerbitan sertfikat tanah. Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data berupa wawancara,
observasi, dan studi dokumen yang berpedoman pada Lampiran Peraturan Kepala
BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hasil Penelitian menunjukkan
bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk kegiatan pelayanan
Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman belum sepenuhnya efektif dengan skor maturitas
sebesar 3,6626 yang artinya memiliki tingkat maturitas “terdefinisi”. Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman telah melaksanakan praktik pengendalian intern pada
kegiatan pelayanan dalam penerbitan sertifikat tanah dan telah terdokumentasi dengan
baik, tetapi evaluasi atas pengendalian intern belum dilakukan atau dilakukan tanpa
dokumentasi yang memadai. Efektivitas pengendalian secara umum belum dievaluasi
sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Diantara 25
subunsur SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, terdapat kelemahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman yaitu struktur organisasi, pembinaan sumber daya manusia, dan
pencatatan yang akurat dan tepat waktu.

Kata kunci: SPIP, evaluasi, pelayanan, Peraturan Kepala BPKP No 4 Tahun 2016, PP
No 60 Tahun 2008.
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ABSTRACT

This research aims to evaluate the Government Internal Control System of service
activities at Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, especially in the issuance of land
certificates. This research is qualitative research with a case study approach. In
collecting primary data, the researcher used an internal control questionnaire based
on the Appendix of the Regulation from Head of BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah. The result of this research indicated that the Government Internal Control
System of service activities at Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman was not fully
effective. It has 3,6626 maturity score, conclude that the implementation of
Government Internal Control System of service activities belonged to the level of
“terdefinisi” (defined). This means that Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman has
implemented the practiced of internal control over the service activities and
documented adequately. However, the evaluation of internal control has not been
carried out or done without adequate documentation. This is causing many weaknesses
that cannot be handled adequately. Out of the existing 25 sub-elements of the
Government Internal Control System based on PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP,
there are some deficiencies, on organization structure, human resource development,
accurate and timely recording.

Keywords: Government Internal Control System, evaluation, service, Peraturan Kepala
BPKP No 4 Tahun 2016, PP No 60 Tahun 2008.
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